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E. KESIMPULAN DAN SARAN

E.1l KESIMPULAN

1.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja itu tidak
bisa dihindari lagi oleh pengusaha, maka pemu-
tusan hubungan kerja diperbolehkan terjadi
setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah
dengan pekerja dan mendapat izin untuk melaku-~-
kan pemutusan hubungan kerja dari Panitia Pe-
nyelesaian Perselisihan Perburuhan. Hal - ini
semata-mata untuk mewujudkan adanya pemutusan
hubungan kerja yang sesual dengan - prosedur
yang benar menurul pératuran perundang-undang-
an yang ﬁerlaku.

Perselisihan perburuhan yang berkaitan dengan
pemutusan hubungan kerja perorangan tidak ti-
dak bisa diselesaikan oleh Panitia Penyelesai-
an Perselisihan Perburuhan, karena Undang-
Undang No.22 Tahun 1957 sebagai dasar untuk
menyelesaikan perselisihaﬁ perburuhan . tidak
mengaturnya.

Untuk melindungi pekerja dari tindakan sewe~-
nang-wenang pihak pengussha dalam . pefseli-
sihan perburuhan yang berkaitan dengan pemu-

tusan hubungan kerja perorangan, maka undang-
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undang memberikan kesempatan kepada pekerja yang
bersangkutan untuk melakukan upaya hukum penye=
lesaian perburuhan melalul Pengadilan Negeri de-
ngan cara mengajukan gugatan ganti rugl atas da-
sar adanya perbuatan melanggar hukum dari pengu-

saha.,

SARAN.

1.

2.

3-

Prosedur pemutusan hubungan kerja yang benar
menurut peraturan perundang-undangan herdaknya
- benar-benar di perhatikan oleh pengusaha sebe-
lum menjatuhkan pemutusan hubungan kerja.
Pemerintzh hendaknya juga mengeluarkan peratur-
an perundang-undangan yang mengatur penyelesaie
an perselisihan perburuhan yang menyangkut per-
selisihan perburuhan perorangan, karena sampai
saat ini belum ada.

Dalam hal penyelesaian perselisihan perburuhan-
melalui Pengadilan Negeri, hendaknya diselz-
saikan secara cepat dan dengan biaya ringan me-
ngingat pekerja sebagalpihak yang lemah dalam
hal ekonomi - ‘deb - pemahaman terhadap hukum.



